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Abstrak

Pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola
keuangan publik yang efektif serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, peningkatan
nilai aset tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemanfaatannya. Penelitian ini
bertujuan mengevaluasi paradigma pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
dengan menelaah apakah aset daerah diposisikan sebagai investasi publik, investasi komersial,
atau investasi sosial. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali data
melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi mengenai pengelolaan aset
daerah. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldafia, serta validitas
temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih didominasi paradigma investasi
publik, yang mencapai 68% dari total aset, terutama berupa jalan, jaringan irigasi, gedung, dan
fasilitas layanan dasar. Namun, orientasi ini tidak diikuti efektivitas pemanfaatan, tercermin dari
meningkatnya nilai aset rusak berat dan stagnannya kontribusi aset terhadap PAD. Aset komersial
hanya berkontribusi 0,5% dari total aset, dengan asset turnover rendah, meskipun wilayah
memiliki potensi ekonomi tinggi melalui sektor pariwisata. Sementara itu, investasi sosial juga
belum optimal, terlihat dari terbatasnya dampak sosial sentra IKM dan pasar tradisional. Temuan
ini menegaskan perlunya reposisi paradigma pengelolaan aset ke arah yang lebih seimbang
dengan memperkuat pemanfaatan aset publik, memperluas skema kerja sama komersial inovatif,
serta meningkatkan kapasitas aset sosial untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan manajemen siklus hidup aset, optimalisasi
aset strategis berbasis kemitraan, digitalisasi sistem aset, serta peningkatan kapasitas SDM
pengelola aset daerah.

Kata Kunci : pengelolaan aset, investasi publik, komersial, sosial
PENDAHULUAN

Pengelolaan aset merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola
keuangan publik yang efektif dan berkelanjutan. Aset pemerintah berperan penting sebagai
penopang utama penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari penyediaan sarana pendidikan,


mailto:khaerulumam20@staff.unram.ac.id

Analisis Paradigma Pengelolaan Aset Pemerintah: Investasi Public, Investasi Komersial, Ataukah Investasi Social?

kesehatan, infrastruktur, hingga fasilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut John Barney
(1991) dalam (Syarkani, 2025) teorinya tentang Resource Based View (RBV), menyatakan
bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi, termasuk aset, merupakan kunci utama dalam
pencapaian keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam konteks nasional, upaya
optimalisasi aset semakin mengemuka seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang mulai
memanfaatkan aset idle untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya melalui
penguatan peran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan skema kerja sama
pemanfaatan asset melalui DJKN selaku revenue center. DJKN saat ini mengemban tugas baru
sebagai organisasi revenue center yang baru menemani DJP dan DJBC. DJKN diharapkan dapat
mengoptimalisasi penerimaan melalui pengelolaan kekayaan negara(Wijaya & Hamidah, 2018).
Namun demikian, fenomena aset pemerintah tidak selalu memberikan kontribusi positif
terhadap keuangan negara. Beberapa proyek strategis yang berbasis aset justru berpotensi
menjadi beban anggaran, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan
investasi jangka panjang, serta proyek Kereta Cepat Whoosh yang pada tahap awal
operasionalnya mengalami tantangan finansial. Situasi ini mempertegas pentingnya kajian
terhadap paradigma pengelolaan aset pemerintah, apakah harus diposisikan sebagai investasi
publik, investasi komersial, atau investasi sosial.

Pada tingkat daerah, tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pemanfaatan aset semakin tinggi. Namun,
pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) di tengah kebijakan pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi
semakin kompleks karena sebagian besar daerah di Indonesia belum sepenuhnya mandiri secara
fiskal dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kabupaten Lombok Tengah
menjadi contoh nyata bagaimana dinamika tersebut terjadi. Di tengah gencarnya pembangunan
sektor pariwisata yang didorong oleh keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
dan berbagai pembangunan infrastruktur pendukung, Kabupaten Lombok Tengah belum
mampu naik ke kategori daerah mandiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
potensi aset daerah yang besar dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkannya
secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan peningkatan PAD. Pengelolaan aset
merupakan salah satu pekerjaan yang paling menantang bagi organisasi sektor publik khususnya
pemerintahan (Hasbi et al., 2010)

Meskipun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki berbagai aset strategis,
termasuk aset tanah, bangunan, sarana publik, dan aset penunjang pariwisata, masih terdapat
aset yang berstatus idle atau belum termanfaatkan secara optimal (Umam, 2025). Setiap tahun
jumlah aset daerah terus bertambah melalui realisasi belanja modal, namun peningkatan tersebut
belum selaras dengan peningkatan kualitas layanan publik maupun kontribusi terhadap PAD,
khususnya dari sektor retribusi daerah. Keraguan manajerial dalam menggunakan aset untuk
tujuan komersial dapat mengurangi peluang pendanaan (Dwijayanti et al., 2023). Potensi
manfaat dari aset ini, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kemandirian pendanaan dan
mendukung keberlanjutan organisasi (Wahyuni et al., 2021). Secara empiris, pengelolaan aset
di Lombok Tengah masih menunjukkan gap antara potensi dan realisasi manfaat. Sementara
secara teoretis, literatur mengenai aset daerah telah menekankan perlunya penetapan paradigma
pengelolaan aset yang tepat—apakah untuk tujuan pelayanan publik, tujuan komersial, atau
tujuan sosial—namun belum banyak kajian yang mengkaji bagaimana paradigma tersebut
diterapkan dalam konteks daerah berkembang seperti Lombok Tengah. Tanggung jawab
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pemerintah terkait dengan aset yang pertama adalah menyediakan layanan publik yang
berkualitas dengan biaya yang tepat, dan yang kedua adalah mengelola diversifikasi portofolio
aset public (Hanis et al., 2010).

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena paradigma pengelolaan aset yang
diterapkan pemerintah daerah akan menentukan arah pemanfaatan aset dalam jangka panjang.
Penetapan paradigma yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan
nilai manfaat aset, baik dari aspek pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan sosial, maupun
peningkatan pendapatan komersial. (Wijaya & Hamidah, 2018) aset berperan sebagai repenue
center dan harus ditopang olah perubahan paradgima organsisasi. Dengan demikian, penelitian
ini penting untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah terkait pendekatan
yang paling relevan: apakah aset daerah sebaiknya dikelola sebagai investasi publik, investasi
sosial, atau investasi komersial. Kejelasan paradigma ini tidak hanya mendukung efektivitas
pemanfaatan aset, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas fiskal
daerah dan kualitas layanan publik.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lombok
Tengah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan
dalam pengelolaan aset. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,
dengan tujuan memahami secara mendalam bagaimana aset daerah dikelola, paradigma apa
yang digunakan, serta apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pemanfaatan aset
untuk kepentingan publik, sosial, maupun komersial.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengelolaan aset daerah diposisikan dalam paradigma investasi publik, investasi komersial, dan
investasi social dan sejauh mana aset daerah digunakan untuk tujuan investasi publik, investasi
komersial, atau investasi social. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengelolaan aset daerah diposisikan dalam paradigma investasi publik, investasi
komersial, dan investasi social dan untuk menganalisis sejauh mana aset daerah dimanfaatkan
untuk tujuan investasi publik, investasi komersial, atau investasi sosial.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep Aset Daerah

Aset daerah mencakup semua sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh
pemerintah daerah yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan (Mahmudi,
2019). Dalam perspektif keuangan publik, aset daerah tidak hanya merepresentasikan kekayaan
negara, tetapi juga capital stock yang dapat mendukung penyediaan layanan publik dan
pertumbuhan ekonomi lokal (World Bank, 2020).
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2. Aset sebagai Investasi Publik

Investasi publik adalah bentuk penanaman sumber daya oleh pemerintah untuk
menyediakan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat (Musgrave & Musgrave, 1989).
Pemanfaatan aset daerah sebagai investasi publik mencakup penggunaan lahan, bangunan, atau
fasilitas untuk sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan umum. Tujuannya
Adalah untuk mengetahui apakah asset telah sesuai dengan peruntukkannya atau tidak (Siregar,
2004). Menurut (Kemendagri, 2021)Permendagri 59 tahun 2021 dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan
bahwa pelayanan dasar untuk kabupaten terdiri atas pelayanan untuk Pendidikan, Kesehatan,
sosial, dan ketentraman umum. Merujuk pada hal tersebut maka, investasi public dalam hal
belanja aset daerah adalah untuk dinas Pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas
pekerjaan umum, dinas perumahan dan pemukiman. Investasi public melihat indicator
inventarisasi dan infomarmasi atau kemudahan akses terhadap layanan dari asset tersebut
(Puspitarini & Maulana, 2021).

3. Aset sebagai Investasi Komersial

Aset daerah juga dapat dikelola untuk tujuan komersial melalui mekanisme kerja sama
pemanfaatan (KSP), sewa, atau penyertaan modal daerah. Menurut Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2022), pendekatan ini memungkinkan peningkatan
pendapatan daerah tanpa mengurangi kepemilikan aset publik. Salah satu tujuan dari
pemanfaatan asset Adalah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki asset tersebut.

Menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2024 (Kemendagri,
2024)disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik
Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Beberapa jenis pemanfaatan aset daerah
adalah sebagai berikut :

a. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai

b. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
gubernur/bupati/wali kota.

c. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya

d. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

e. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
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berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakat

Semua jenis kerja sama pemanfaatan aset daerah yang telah disebutkan sebelumnya
berpotensi menghasilkan penerimaan daerah, kecuali Pinjam Pakai, yang sifatnya tidak
menerima imbalan uang. Selain itu, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020)
secara jelas menyebutkan bahwa pemanfaatan BMD/BMN dilakukan dengan sewa, pinjam
pakai, KSP, BGS, BSG, dan KSPI, dengan tujuan untuk mengoptimalkan aset dan/atau
memperoleh penerimaan negara/daerah.

4. Aset sebagai Investasi Sosial

Investasi sosial menekankan manfaat non-finansial seperti peningkatan kesejahteraan,
pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan (OECD, 2021). Dalam konteks aset
daerah, hal ini mencakup pemanfaatan aset untuk kegiatan sosial, pendidikan nonformal,
UMKM, dan ekonomi kreatif lokal. Proses ini melibatkan evaluasi nilai aset, identifikasi potensi
pemanfaatan, serta implementasi rencana penggunaan yang lebih menguntungkan, baik secara
finansial maupun social (Margaretha et al., 2025).

Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, maka aset sebagai investasi sosial
merupakan aset yang dilakukan pinjam pakai dengan pemerintah pusat/ daerah atau pemerintah
desa. tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat/ sosial yang ada diwilayah tertentu. Tidak
ada uang yang didapat karena pemberdayaan dan pelayanan masyarakat paling diutamakan.
Kalaupun ada, maka hal itu bukan merupakan tujuan utama. Menurut Hamizar, investor saat ini
semakin mempertimbangkan faktor sosial dan etika dalam proses pengambilan keputusan
investasi, serta beralih ke instrumen investasi yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat
dan lingkungan(Hamizar, 2023). Pemerintah merupakan organisasi sektor public, yang mana
tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan (service oriented). Dalam memberikan
pelayanan itu, pemerintah melakukan rekayasa sosial yang tujuannya adalah meningkatkan
kesejahteraan masayarakat melalui inovasi-inovasi pealayanan. Peran inovasi dalam investasi
sosial menjadi penting, seperti tergambar dalam parktik di negara-negara berkembang, dimana
investasi berorientasi dampak semakin menjadi perhatian, mencipatakan kebijakan keuangan
yang berfokus pada pencapaian tujuan sosial (Aggarwal et al., 2025)(Solangi et al., 2025).
Apabila masyarakat sejahtera maka akan meningkatkan pendapatan pajak dan mendorong
kemajuanan negara.

5. Model Konseptual

Secara konseptual, aset daerah dapat diposisikan sebagai basis investasi daerah yang
berfungsi secara simultan sebagaiman kerangka berikut :
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara
mendalam bagaimana aset daerah di Lombok Tengah diposisikan sebagai basis investasi publik,
komersial, dan sosial. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memotret realitas
empiris secara holistik, terutama terkait fenomena peningkatan aset yang tidak sebanding dengan
efektivitas pemanfaatannya. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan
pejabat pengelola aset daerah, pelaku IKM, serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan.
Data sekunder dihimpun dari laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen RPJMD, serta Perda
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar
observasi lapangan, dan daftar periksa (checklist) evaluasi pemanfaatan aset. Lokasi penelitian
dipilih secara purposif di wilayah dengan konsentrasi aset terbesar dan potensi investasi paling
menjanjikan, khususnya pada sektor pariwisata Lombok Tengah.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Validitas temuan dijaga
melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pemeriksaan anggota (member check) kepada
informan utama. Peneliti juga melakukan thick descriptionuntuk memastikan kedalaman
pemaknaan terhadap kategori investasi publik, komersial, dan sosial sebagai konstruksi analitis.
Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola-pola kesenjangan antara stok aset, tingkat
utilisasi, dan orientasi kebijakan investasi daerah. Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan
kerangka konseptual manajemen aset publik, teori investasi pemerintah, serta kerangka
pemanfaatan aset berbasis nilai ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian memastikan
bahwa rekomendasi yang diberikan bersifat evidence-based dan relevan untuk perbaikan tata kelola
dan kinerja aset daerah.
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PEMBAHASAN
1. Struktur dan Komposisi Aset Daerah

Setiap tahun, aset pemerintah kabupaten lombok Tengah mengalami kenaikan. Hal demikian dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penambahan aset tahun 2021-2024

Nilai penambahan Nilai aset rusak Kontribusi PAD dari
No Tahun . . -
aset (miliar) berat (miliar) pemanfaatan aset (miliar)
1 2021 465,70 46,42 1,2
2 2022 392,75 86,56 1,2
3 2023 436,62 87,50 1,2
4 2024 286,86 89,42 2,07

Sumber : Data aset kab. Lombok Tengah (data diolah)

Data perkembangan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pola peningkatan
yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Penambahan aset rata-rata mencapai Rp 278,5 miliar
per tahun, jauh melampaui nilai aset yang dihapus, yakni hanya Rp 6,42 miliar selama periode yang
sama. Berdasarkan keterangan dari bidang aset juga mengatakan bahwa penghapusan tidak lakukan
sesuai siklusnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan penghapusan aset tidak berjalan
optimal. Hal ini diperkuat oleh peningkatan nilai aset rusak berat dari Rp 46,42 miliar pada tahun
2021 menjadi Rp 89,42 miliar pada tahun 2024.

Ketiadaan proses penghapusan yang memadai berimplikasi pada munculnya hidden operational
costs, seperti biaya pemeliharaan, penyimpanan, pengamanan, dan pemindahan aset tidak
produktif. Akumulasi biaya ini menambah beban fiskal daerah, meskipun tidak tercatat secara
eksplisit dalam laporan keuangan. Hal itu sejalan dengan pernyataan salah satu pengurus barang
bahwa aset-aset yang sudah rusak berat sangat membutuhkan perhatian sebelum dilakukan
penghapusan.

Di sisi lain, peningkatan nilai aset tidak diikuti oleh peningkatan kontribusi PAD dari pemanfaatan
aset. Kontribusi pendapatan daerah hanya bergerak dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 2,07 miliar pada
tahun 2024 sebagaimana pada tabel di atas, suatu pertumbuhan yang tidak sebanding dengan
akumulasi aset yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari salah satu informan
bahwa aset yang dikerjasamakan tidak mengalami penambahan, yang bertambah hanyalah nilai
retribusi yang disetorkan. Padahal masih ada aset-aset yang belum dimanfaatkan dan berada pada
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lokasi strategis. Temuan ini menunjukkan rendahnya produktivitas aset, terutama aset-aset yang
secara ekonomi berpotensi menghasilkan pendapatan. Paradigma pengelolaan aset mayoritas untuk
pelayanan publik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Aset untuk investasi public, komersial dan social

Jumlah aset

No Paradigma (miliar) Persentase Jenis aset aset
1. Investasi public 4.288,29 68% Jalan, jaringan dan irigasi
serta Gedung bangunan
15% Tanah
14% Peralatan dan mesin
1% Aset tetap lainnya
2. Investasi 30,96 0,5% Aset tanah dan bangunan
komersial yang dikerjasamakan
3. Investasi sosial 36,55 0,5% Gedung Sentra IKM
4.  Aset lain-lain/ 89,9 1,5% Peralatan dan mesin, Gedung
rusak berat dan bangunan

Sumber : Data Aset Kab. Lombok Tengah (data diolah)

Komposisi aset menunjukkan bahwa paradigma pemerintah daerah masih berorientasi kuat pada
investasi publik. Aset dalam kategori ini mendominasi 68% portofolio, terdiri dari jalan, jaringan
dan irigasi, gedung, serta tanah dan peralatan. Sebaliknya, aset komersial dan aset investasi sosial
masing-masing hanya berkontribusi sekitar 0,5% dari total nilai aset. Padahal Lombok Tengah
memiliki peluang ekonomi yang besar, terutama sektor pariwisata. Misalnya, aset tanah eks kantor
camat Praya dan tanah eks aerotel yang berada pada lokasi strategis belum dimanfaatkan secara
optimal untuk kerja sama komersial.

Sementara itu, proporsi aset rusak berat yang mencapai 1,5% dari total aset menandakan adanya
persoalan manajemen berkelanjutan. Jumlah ini cenderung meningkat sehingga menjadi warning
sign bagi efektivitas pengelolaan aset daerah. Komposisi aset yang berat pada investasi publik,
tetapi minim pada aspek komersial dan sosial, menunjukkan bahwa kontribusi aset terhadap
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum optimal.

2. Paradigma Pengelolan Aset
a. Investasi Publik

Dominasi investasi publik mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan
penyediaan layanan dasar dan fasilitas publik. Aset infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan
irigasi, dan gedung pemerintahan menempati porsi terbesar, masing-masing mencapai 38,93% dan
30,24%. Karakteristik aset ini umumnya non-excludable dan non-rivalrous, sehingga tujuan utama
pengadaannya bukan untuk menghasilkan financial return, melainkan menciptakan eksternalitas
positif bagi pembangunan regional.
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Investasi publik tersebut sangat penting untuk membuka aksesibilitas, mendukung mobilitas, dan
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Namun, orientasi ini juga berpotensi
menciptakan asset accumulation bias, yakni kecenderungan menambah aset tanpa
mempertimbangkan kapasitas pemanfaatan dan biaya operasional jangka panjang. Hal ini juga
diperkuat dari pernyataan informan bahwa dari perencanaan kebutuhan barang berbasis output.

Selain berfungsi sebagai penyedia layanan dasar, investasi publik juga memainkan peran strategis
dalam membentuk struktur ekonomi regional melalui penciptaan konektivitas spasial dan
peningkatan produktivitas agregat. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, aset publik seperti
jalan dan jaringan irigasi merupakan enabling institutions yang menurunkan biaya transaksi,
mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta memperluas akses masyarakat terhadap pasar.
Namun demikian, efektivitas investasi publik sangat ditentukan oleh kualitas pemeliharaan,
kesesuaian fungsi, dan kemampuan pemerintah memastikan bahwa aset tersebut benar-benar
digunakan secara optimal oleh masyarakat. Aset publik yang besar tidak otomatis menjamin
tercapainya public value apabila tidak didukung manajemen aset yang terencana. Fakta bahwa aset
rusak berat terus meningkat menunjukkan adanya celah dalam siklus manajemen aset, mulai dari
perencanaan, pengadaan, hingga tahap pemanfaatan dan evaluasi. Hal ini menegaskan bahwa
orientasi penambahan aset perlu bergeser menuju penguatan kualitas dan efektivitas
pemanfaatannya.

b. Investasi Komersial

Kontribusi aset komersial terhadap PAD masih sangat rendah. Dengan nilai aset yang
dimanfaatkan melalui pihak ketiga sebesar Rp 30,96 miliar, pendapatan retribusi baru mencapai
Rp 2,07 miliar (nilai asset turnover sekitar 6,6%). Rasio ini menunjukkan bahwa aset komersial
belum dioptimalkan sesuai kapasitas ekonominya.

Rendahnya kontribusi ini tidak selaras dengan perkembangan pesat pariwisata Lombok Tengah
sebagai daerah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Hanya sebagian kecil aset yang
digunakan untuk kerja sama komersial, dan masih banyak aset strategis—seperti tanah eks kantor
camat Praya—yang berpotensi menghasilkan pendapatan melalui skema pemanfaatan seperti BOT,
sewa jangka panjang, atau KPBU. Hal ini membuktikan bahwa paradigma pemanfaatan aset
sebagai sumber pendapatan belum menjadi prioritas kebijakan daerah.

Dalam kerangka ekonomi daerah, aset komersial merupakan instrumen strategis untuk
meningkatkan fiscal spacepemerintah daerah melalui penciptaan pendapatan berkelanjutan.
Namun, rendahnya rasio pendapatan terhadap nilai aset menunjukkan bahwa aset komersial di
Lombok Tengah belum dikelola secara berbasis nilai (value-based asset management). Skema
pemanfaatan yang digunakan masih terbatas pada penyewaan konvensional, padahal terdapat
peluang besar untuk mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, seperti build-operate-
transfer (BOT), public-private partnership (PPP), atau kerja sama pemanfaatan jangka panjang
yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi lebih besar. Potensi pariwisata Lombok Tengah
yang terus berkembang, terutama sebagai destinasi penyangga Mandalika, seharusnya menjadi
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katalisator untuk mendorong pemanfaatan aset strategis melalui kerja sama komersial. Rendahnya
kontribusi aset komersial terhadap PAD menandakan bahwa pemerintah belum menerapkan
pendekatan inventarisasi aset strategis (strategic asset mapping) dan analisis kelayakan komersial
sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, penguatan paradigma komersial menjadi
penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tanpa bergantung pada transfer pusat.

c¢. Investasi Sosial

Paradigma investasi sosial juga belum berkembang dengan baik. Nilai aset yang dimanfaatkan
untuk pemberdayaan masyarakat hanya 0,5% dari total aset daerah, terutama melalui lima sentra
IKM: olahan pangan, sarang burung walet, gerabah, anyaman rotan ketak, dan industri berbasis
tembakau. Meskipun secara tujuan aset-aset ini difungsikan untuk memperkuat ekonomi
komunitas, dampak sosialnya masih belum optimal. Penyerapan tenaga kerja rendah dan kontribusi
terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas.

Selain sentra IKM, pasar tradisional sebagai aset publik sekaligus aset sosial juga belum mampu
memberikan net benefit. Biaya operasional seperti listrik dan kebersihan jauh lebih besar
dibandingkan pendapatan retribusi pasar. Target PAD sebesar Rp 11 miliar per tahun hanya
terealisasi kurang dari 5%, sehingga aset pasar lebih tepat dikategorikan sebagai aset sosial
daripada aset komersial. Hal demikian tidak mengapa karena aset negara memeiliki dimensi
multidimensi yang berbeda denan aset korporasi swasta. Milasnya, tanah milik negara tidak hanya
bernilai dari segi harga pasar, tetapi juga dari fungsi ekologis dan sosialnya. Oleh karena itu,
Keputusan tentang pemanfaatan, alih fungsi, atau divestasi aset public harus mempertimbangkan
keseimbangan antara nilai finansial dan nilai sosial Peterson (2009).

Investasi sosial memiliki peran kunci dalam menciptakan pembangunan inklusif melalui
pemberdayaan komunitas dan penguatan ekonomi lokal. Nilai aset yang relatif kecil pada kategori
ini menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan aset untuk tujuan sosial belum ditempatkan
sebagai agenda strategis dalam pembangunan daerah. Padahal, aset sosial seperti sentra IKM dan
pasar tradisional dapat menjadi local economic multipliers apabila dikelola dengan model
kelembagaan yang kuat dan berbasis kebutuhan masyarakat. Rendahnya dampak sosial yang
muncul selama ini mengindikasikan bahwa aset sosial belum terintegrasi dengan program
pengembangan kapasitas, akses pasar, dan pendampingan usaha yang memadai. Contohnya, sentra
IKM belum mampu menciptakan skala ekonomi yang cukup untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat karena minimnya integrasi dengan rantai nilai industri daerah. Di sisi lain, pasar
tradisional yang lebih banyak menghasilkan beban operasional dibandingkan pendapatan
menunjukkan perlunya restrukturisasi manajemen pasar dan pembenahan tata kelola. Dengan
memperluas porsi investasi sosial dan memastikan adanya sinergi antara aset, kelembagaan
pengelola, dan masyarakat, pemerintah daerah dapat menghasilkan manfaat jangka panjang berupa
peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

3. Arah Pengembangan Aset sebagai Basis Investasi
Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan aset daerah Lombok Tengah
masih berat pada pendekatan investasi publik. Dominasi aset fisik, terutama infrastruktur dasar,

belum diimbangi dengan strategi peningkatan pemanfaatan, efektivitas kinerja aset, maupun
inovasi pemanfaatan lintas sektor.
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Peluang untuk pengembangan investasi komersial sebenarnya besar, terutama karena adanya
pertumbuhan sektor pariwisata dan kebutuhan fasilitas penunjang. Aset-aset strategis berpotensi
menghasilkan pemasukan jangka panjang apabila dikelola melalui skema bisnis yang tepat.
Namun, potensi ini belum direspons melalui kebijakan yang agresif dan terarah.

Pada saat yang sama, investasi sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat belum
memperoleh perhatian yang proporsional. Padahal investasi sosial berperan penting dalam
peningkatan kapasitas ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja,
dan penguatan komunitas. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma ke arah
pengelolaan aset yang lebih seimbang—meliputi aspek publik, komersial, dan sosial.

Arah pengembangan aset untuk masa depan harus diarahkan pada tiga langkah utama:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset publik melalui evaluasi fungsi, utilisasi, dan perawatan
berkelanjutan agar tidak terus menambah aset rusak berat serta menghilangkan asset idle.

2. Transformasi aset bernilai ekonomi tinggi menjadi sumber PAD melalui skema
pemanfaatan yang inovatif dan berbasis kemitraan dengan pihak swasta.

3. Peningkatan investasi sosial dengan memperkuat kelembagaan pengelola aset komunitas,
memperluas cakupan pengguna, dan memastikan keberlanjutan dampak sosial yang
dihasilkan.

Dengan reposisi paradigma pengelolaan aset tersebut, pemerintah daerah dapat mengubah aset dari
sekadar stock of capital menjadi revenue-generating assets maupun socially impactful assets,
sehingga memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Lombok Tengah selama
periode 2021-2024 masih didominasi oleh paradigma investasi publik, dengan fokus pada
penyediaan layanan dasar melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan. Namun,
peningkatan nilai aset tidak diikuti oleh peningkatan efektivitas pemanfaatan, yang tercermin dari
tingginya nilai aset rusak berat, stagnasi kontribusi aset terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),
serta rendahnya tingkat utilisasi aset produktif.

Potensi ekonomi aset belum dioptimalkan, terutama aset yang memiliki nilai strategis di wilayah
dengan pertumbuhan pariwisata yang pesat. Aset komersial hanya menyumbang sekitar 0,5% dari
total aset, dengan rasio asset turnover yang rendah. Sementara itu, investasi sosial juga belum
menjadi prioritas, meskipun memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rendahnya nilai dan dampak aset sosial menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih
terarah dan sistematis.
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Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reposisi paradigma pengelolaan aset
daerah agar lebih seimbang antara tujuan publik, komersial, dan sosial. Perubahan arah kebijakan
ini penting untuk memastikan bahwa aset tidak hanya menjadi akumulasi kapital di neraca, tetapi
juga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

1.

Penguatan Manajemen Siklus Hidup Aset (Asset Life Cycle Management). Pemerintah
daerah perlu memperbaiki proses perencanaan kebutuhan, pemetaan fungsi, pemeliharaan,
dan penghapusan aset. Penyusunan asset performance index dan critical asset
mapping diperlukan untuk mengurangi peningkatan aset rusak berat dan menekan biaya
operasional tersembunyi.

Optimalisasi Aset Strategis Melalui Model Bisnis Inovatif. Aset yang berada di lokasi
strategis perlu dimanfaatkan melalui skema kerja sama yang lebih modern seperti BOT,
KPBU, atau sewa jangka panjang. Pemerintah daerah perlu melakukan valuasi aset dan studi
kelayakan untuk menentukan potensi pendapatan dan model pemanfaatan paling optimal.
Peningkatan Investasi Sosial dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Aset Komunitas. Sentra
IKM dan aset sosial lainnya harus diperkuat melalui model pengelolaan berbasis komunitas
yang terintegrasi dengan pendampingan usaha, akses permodalan, serta hubungan
pemasaran. Pemerintah dapat membentuk community asset management unit untuk
mengelola aset sosial secara profesional.

Integrasi Perencanaan Aset dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Perencanaan aset harus
diselaraskan dengan RPJMD dan kebutuhan perkembangan ekonomi daerah, terutama sektor
pariwisata dan industri kreatif. Aset publik perlu diarahkan sebagai penunjang pertumbuhan
ekonomi berbasis destinasi dan ekonomi lokal.

Digitalisasi Pengelolaan Aset. Pengembangan sistem informasi manajemen aset berbasis
digital diperlukan untuk meningkatkan akurasi data, monitoring kinerja aset, dan
pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based planning).

Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Aset dengan pelatihan khusus tentang valuasi aset,
manajemen pemanfaatan aset, dan penyusunan perjanjian kerja sama agar pengelolaan aset
daerah berjalan profesional dan akuntabel.
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